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Abstract 

This study aims to analysis implementation of Article 20 Letter C of 
Law No. 10 of 2009 concerning Tourism in Malang Regency and 
Analysis of Legal Protection and Security of Tourism Service Users in 
Malang Regency. Research that uses this type of juridical empirical 
research by conducting research based on laws that is adjusted to expe-
riences that occur in society to better understand and understand law 
as a set of regulations or positive norms that apply. This research is 
also called qualitative legal research. The research data were collected 
by means of field studies and legal materials related to this, then pro-
cessed and analyzed with a community approach and invitation. The 
results of this study indicate that people who use tourism services, 
especially in Malang district, have legal and security guarantees. 
However, this rule is not used as a reference based on the government 
in management in Malang Regency. So it is necessary to know that the 
government is to improve legal protection and security for tourism 
service users in Malang Regency 
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Abstraks 
Studi ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Pasal 20 Huruf 
C Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di 
Kabupaten Malang dan analisis perlindungan hukum dan keamanan 
pengguna jasa wisata di Kabupaten Malang. Penelitian ini 
menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan melakukan 
penelitian berdasarkan Undang-Undang yang disesuaikan dengan 
pengalaman yang terjadi di dalam masyarakat untuk lebih mengetahui 
dan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif 
yang berlaku. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum kualitatif. 
Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi lapangan dan bahan-
bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini, kemudian diolah 
dan dianalisa dengan pendekatan masyarakat dan perundang-
undangan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa masyarakat 
pengguna jasa wisata khususnya di Kabupaten Malang memiliki suatu 
perlindungan hukum dan keamanan. Namun sayangnya, aturan ini 
tidak dijadikan acuan sepenuhnya oleh Pemerintah di dalam mengelola 
wisata di Kabupaten Malang. Sehingga perlu adanya dorongan kepada 
Pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keamanan 
pada pengguna jasa wisata di Kabupaten Malang.  
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1. Pendahuluan  

Perkembangan perekonomian yang 
pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan 
variasi barang dan/atau jasa. Dengan du-
kungan teknologi dan informasi, perluasan 
ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/ 
atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah 
negara, konsumen pada akhirnya dihadap-
kan pada berbagai pilihan jenis barang dan/ 
atau jasa yang ditawarkan secara variatif 
(Zulham, 2013; Abadi, 2020; Erynayati et al., 
2021). 

Pariwisata telah mengalami perkem-
bangan yang pesat. Industri pariwisata telah 
tumbuh dengan cepat seiring dengan pem-
ulihan ekonomi (Yakup & Haryanto, 2019; 
Aliansyah & Hermawan, 2019; Poerwanto & 
Shambodo, 2020; dan Anggarini, 2021); . 
Salah satu jasa yang sangat diminati oleh 
masyarakat Indonesia adalah jasa penyedia 
pariwisata. Menurut Undang-Undang No-
mor 10 Tahun 2009 Pariwisata adalah berba-
gai macam kegiatan wisata dan didukung 
berbagai fasilitas serta layanan yang dise-
diakan oleh masyarakat, pengusaha, Peme-
rintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata 
merupakan salah satu andalan dalam pero-
lehan devisa bagi pembangunan, baik secara 
nasional maupun daerah. Untuk itu, pemba-
ngunan pariwisata di Indonesia harus mam-
pu menciptakan inovasi baru untuk mem-
pertahankan dan meningkatkan daya saing 
secara berkelanjutan (Dhana, 2012; Sunarta, 
2019; Koswara et al., 2019; dan Satria & 
Wibowo, 2021). 

Kebutuhan akan rekreasi muncul se-
hubungan dengan kehidupan sehari-hari se-
tiap manusia dan tidak terlepas dari kegi-
atan rutin yang dijalaninya baik di rumah 
atau di tempat lain. Kegiatan pada satu titik 
tertentu di waktu tertentu akan menimbul-
kan kejenuhan sehingga manusia akan beru-
saha untuk berhenti dari kegiatan-kegiatan 

rutinnya, untuk mencari selingan untuk 
menghibur diri, memperoleh kesenangan, 
dan kembali menyegarkan diri untuk me-
ringankan beban pikiran dan menumbuhkan 
semangat dalam menghadapi kegiatan 
berikutnya, maka rekreasi merupakan obat 
yang sangat ampuh. 

Peranan pariwisata dalam pemba-
ngunan secara garis besar berintikan tiga se-
gi yakni segi ekonomi (devisa, pajak-pajak), 
segi kerja sama antar negara (persahabatan 
antar bangsa), dan segi kebudayaan (mem-
perkenalkan kebudayaan kita kepada wi-
satawan mancanegara). Pariwisata diarah-
kan sebagai sektor yang dapat diandalkan 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
masyarakat, peningkatan PAD, pemberda-
yaan masyarakat sekitar, untuk memperluas 
kesempatan kerja, dan memasarkan produk-
produk budaya dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Pengembangan 
kawasan wisata harus terencana, bertahap 
secara menyeluruh untuk dapat memper-
oleh manfaat yang optimal bagi masyarakat. 

Pariwisata pada umumnya lebih di-
pandang sebagai kegiatan ekonomi, meng-
ingat tujuan utama pengembangan pariwi-
sata adalah untuk mendapatkan keuntungan 
ekonomi, baik bagi masyarakat maupun da-
erah dan negara. Kegiatan ekonomi ini tentu 
tidak dapat dilepaskan dari dua peran pen-
ting, yaitu pembuat barang/jasa (produsen) 
dan pemakai barang/jasa (konsumen) yang 
saling berhubungan. Hubungan antara pro-
dusen dengan konsumen inilah yang ke-
mudian memunculkan suatu permasalahan 
yang baru yaitu hilang atau berkurangnya 
hak konsumen akan barang yang telah 
dikonsumsi. 

Banyaknya pelanggaran terhadap hak 
konsumen atas barang yang dimilikinya 
membuat posisi konsumen masih sangat le-
mah dibandingkan dengan produsen. Sehi-
ngga perlu terdapat suatu pemberdayaan 
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konsumen agar posisi konsumen tidak se-
lalu pada pihak yang dirugikan, yaitu de-
ngan diaturnya perlindungan konsumen. 
Pihak-pihak yang terkait dengan kepariwi-
sataan, khususnya Pemerintah Daerah seha-
rusnya lebih memperhatikan lagi perlin-
dungan hukum terhadap wisatawan, pa-
dahal hak-hak wisatawan telah diakomodir 
dalam Pasal 4 butir a Undang-Undang No-
mor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, yang menyebutkan konsumen 
berhak atas kenyamanan, keamanan, dan ke-
selamatan dalam mengonsumsi barang dan/ 
atau jasa. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Kepariwisataan, dalam Pasal 20 
disebutkan bahwa wisatawan me-miliki hak 
yang amat mendasar, yaitu hak untuk mem-
peroleh informasi yang akurat mengenai 
daya tarik wisata, pelayanan kepariwisa-
taan sesuai dengan standar, perlindungan 
hukum dan keamanan, pelayanan kesehat-
an, perlindungan hak pribadi, dan perlin-
dungan asuransi untuk kegiatan pariwisata 
yang berisiko tinggi (Khrisnamurti dan 
Darmawan, 2016). 

Kewajiban pengelola obyek wisata 
untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan 
sela-mat bagi wisatawannya (Seridalem et 
al., 2021; Damasdino et al., 2021; dan Agung 
et al., 2022). Berdasarkan latar belakang di 
atas, penulis tertarik meneliti Pasal 20 c 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan, bahwasanya wisa-
tawan berhak memperoleh perlindungan 
hukum dan keamanan dalam menggunakan 
jasa wisata. Tujuan penelitian ini adalah 
mplementasi Pasal 20 C Undang-Undang 
No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
di Kabupaten Malang dan analisis per-
lindungan hukum dan keamanan pengguna 
jasa wisata di Kabupaten Malang.  

 
 

2. Metode 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian 
yuridis empiris adalah terdiri dari penelitian 
terhadap identifikasi hukum dan efektivitas 
hukum (Sunggono, 2009). Dalam penyusun-
an dilakukan dengan peneli-tian lapangan 
yang memanfaatkan data-data primer dari 
hasil wawancara dan observasi yang didu-
kung dengan sumber data primer, sumber 
data sekunder, maupun sumber data tersier. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Implementasi Pasal 20 Huruf C Undang-
Undang No. 10 Tahun 2009 ten-tang 
Kepariwisataan di Kabupaten Malang  

Dalam Teori Lawrence M. Friedman 
yang menjelaskan bahwa efektivitas dan 
keberhasilan penegakan hukum bergantung 
pada 3 unsur sistem hukum, yaitu struktur 
hukum (legal structure), substansi hukum 
(legal substance) dan budaya hukum (legal 
culture). Struktur hukum (legal structure) ter-
diri atas aparat penegak hukum, sedangkan 
substansi hukum (legal substance) meliputi 
perangkat perundang-undangan dan buda-
ya hukum merupakan hukum yang hidup 
(living law) yang dianut dalam suatu masya-
rakat (Lawrence, 2011; Hutomo & Soge, 
2021).  

Ketiga unsur tersebut saling berhu-
bungan membentuk sebuah sistem yang u-
tuh. Struktur diibaratkan seperti mesin, se-
dangkan substansi adalah yang dikerjakan 
dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur 
hukum adalah apa saja atau siapa saja yang 
memutuskan untuk menghidupkan dan me-
matikan mesin itu, serta memutuskan bagai-
mana mesin itu digunakan. Teori tersebut 
dapat kita jadikan acuan dalam mengukur 
proses penegakan hukum di Indonesia.  
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Permasalahan yang krusial yang dite-
mukan dalam bangsa Indonesia sekarang ini 
adalah timbulnya degradasi budaya hukum 
di lingkungan masyarakat. Banyak perilaku 
kehidupan bangsa Indonesia yang dapat 
menggambarkan hal tersebut. Contoh degra-
dasi hukum yang sangat mudah dilihat ya-
itu banyaknya perbuatan-perbuatan yang 
merugikan masyarakat yang tidak tersele-
saikan yang seperti pada perlindungan hu-
kum dan keamanan Dinas Pariwisata yang 
berkaitan dengan hak konsumen pengguna 
jasa pariwisata. Misalnya permasalahan pa-
riwisata yang kurangnya perhatian terhadap 
perlindungan hukum dan keamanan. Hal ini 
bukan berarti belum adanya aturan Undang-
undang, dan lemahnya struktur hukum. Te-
tapi lebih disebabkan masih lemahnya bu-
daya hukum. yang dalam hal ini adalah 
kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran 
hukum masyarakat Indonesia kian hari tidak 
menjadi lebih baik tetapi menjadi semakin 
menurun.  

Selain kebudayaan hukum masyarakat 
Indonesia yang perlu ditingkatkan juga sa-
ngat penting dilaksanakan peningkatan ke-
teladanan perilaku aparat penegak hukum 
(hakim, jaksa, polisi dan pengacara) dalam 
menegakkan hukum, dan juga meningkat-
kan ketaatan aparat penegak hukum terha-
dap hukum. Selain itu perlu dukungan sa-
rana dan prasarana hukum, pendidikan, ser-
ta pengawasan yang efektif dan efisien.  

Penegakan hukum dalam hal penge-
lolaan pariwisata serta perlindungan hukum 
dan keamanan di lokasi pariwisata yang ber-
tujuan untuk mengurangi dampak degra-
dasi mutu pariwisata (Sudini, 2017). Dapat 
dilihat dengan jelas Fakta hari ini, daya 
tampung dan daya dukung pariwisata di 
Indonesia khususnya pada area Kabupaten 
Malang sangat kurang maksimal. Hal ini 
disebabkan oleh banyak terjadinya penge-
lola pariwisata di Kabupaten Malang tidak 

patuh terhadap Undang-Undang Kepariwi-
sataan yang kemudian merugikan pengguna 
jasa pariwisata di Kabupaten Malang ter-
sebut. 

Penegakan hukum administrasi mem-
punyai fungsi sebagai instrumen pengenda-
lian, pencegahan, dan penanggulangan dari 
tindak kejahatan atau yang dapat merugikan 
pengguna jasa pariwisata. Penegakan hu-
kum melalui mekanisme perdata dapat me-
mungkinkan untuk pengajuan gugatan pe-
nggantian kerugian atas terjadinya perbu-
atan yang mengganggu keamanan penggu-
na jasa pariwisata yang biasanya dilakukan 
melalui gugatan perbuatan melawan hu-
kum. 

Pasal 20 Huruf C Undang-Undang No. 
10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan “Se-
tiap wisatawan berhak memperoleh perlin-
dungan hukum dan keamanan”, bahwasa-
nya Undang-undang ini merupakan suatu 
Undang-undang yang mengayomi atau 
melindungi masyarakat dalam memanfa-
atkan jasa wisata. Bahwa segala peraturan 
yang ada terkait dengan kepariwisataan 
harus berpatokan kepada undang-undang 
kepariwisataan ini yaitu Undang-Undang 
No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

Dengan demikian setelah melihat se-
cara kasat mata yang dilakukan oleh peneliti 
maka undang-undang kepariwisataan ini 
merupakan menjadi patokan dasar atau 
patokan umum yang tentunya diperkuat de-
ngan peraturan-peraturan di bawah peratu-
ran ini, maksudnya adalah Undang-undang 
kepariwisataan ini tidak dapat berdiri sen-
diri atau tidak dapat semata-mata diterap-
kan begitu saja karena bersifat umum yang 
tentunya berbicara tentang asas-asas atau 
pemikiran-pemikiran dasar terkait dengan 
kepariwisataan. Maka dari itu Peraturan Pe-
merintah, Peraturan Daerah, Peraturan Men-
teri harus dikeluarkan sebagai peraturan 
khusus. Asas lex specialis derogat lex inferiori 
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(Dellyana, 1988), jika Undang-undang ini 
merupakan Undang-Undang umum, maka 
akan menjadi patokan di dalam merumus-
kan Peraturan Daerah, Peraturan Pemerin-
tah, maupun Peraturan Menteri di mana di 
setiap konsiderannya pasti akan menjadi pa-
tokan atau pengingat dalam merumuskan 
Undang-Undang di bawahnya yakni Un-
dang-Undang kepariwisataan.  

Selanjutnya, bahwasanya implemen-
tasi undang-undang Kepariwisataan tidak 
semata-mata langsung diterapkan mutlak 
begitu saja tetapi tentunya ada peraturan hu-
kum penunjang lainnya atau Undang-Un-
dang khusus yang melengkapi guna me-
ningkatkan keamanan pengguna jasa pari-
wisata (Wong dan Musa 2014). Undang-
Undang kepariwisataan dalam implemen-
tasinya mempunyai hakikat yang sangat 
bagus bahwasanya pengelolaan wisata yang 
tidak terlepas dengan asas-asas pemerin-
tahan yang baik. Aparat penegak hukum ti-
dak menyampaikan Undang-Undang Pari-
wisata ini jarang disosialisasikan kepada 
masyarakat dan disposisinya yaitu terjadi 
peralihan kewenangan sehingga menjadi 
tidak pasti dalam menanggulangi segala hal 
yang terkait dengan kepariwisataan.  

Peran masyarakat dalam upaya Imple-
mentasi Pasal 20 Huruf C Undang-Undang 
No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
menyatakan bahwa “Setiap wisatawan ber-
hak memperoleh perlindungan hukum dan 
keamanan” sangat mempengaruhi dalam 
penerapan Undang-Undang tersebut, karena 
semakin tinggi peran dan kesadaran ma-
syarakat pengelola wisata akan pelaksa-
nakan Undang-Undang Kepariwisataan se-
makin memudahkan Pemerintah dalam me-
nerapkan dan menegakkan Undang-Undang 
tersebut guna memenuhi hak asasi ma-
syarakat atas pengguna jasa pariwisata. Se-
lain itu sanksi tegas bagi pengelola wisata 

yang lalai terhadap keamanan pengguna 
jasa wisata bersama Pemerintah harus me-
nanggung biaya ganti rugi atas yang timbul 
nantinya apabila terjadi korban dari ku-
rangnya keamanan terhadap pengguna jasa 
pariwisata (Ahmadi, 2011). 

Oleh karena itu, Peran sertaan Pe-
merintah Daerah dalam mensukseskan Un-
dang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan. Jadi, terkait dengan apakah 
Pasal 20 Huruf C Undang-Undang No. 10 
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan me-
nyatakan bahwa “Setiap wisatawan berhak 
memperoleh Perlindungan Hukum dan kea-
manan”, telah diterapkan sebagai acuan da-
lam melindungi masyarakat pengguna jasa 
pariwisata khususnya di Kabupaten Malang 
masih belum maksimal pengimple-menta-
siannya karena berdasarkan penulis amati 
dan melakukan penelitian langsung di la-
pangan masih sangat kurang maksimal da-
lam pemenuhan hak pengguna jasa pari-
wisata khususnya perlindungan hukum dan 
keamanan bagi pengguna jasa wisata 
(Dhana, 2012). 

Masalah penegakan hukum bukan ha-
nya mengenai tidak patuhnya masyarakat 
terhadap Undang- Undang yang telah di 
tetapkan Pemerintah. Namun, dapat saja 
bermula dari nilai-nilai yang dimiliki oleh 
masyarakat yang tidak sesuai, kemudian 
peraturan yang ditetapkan Pemerintah yang 
tidak mencakup nilai-nilai yang ideal dalam 
formula yang tepat, dan setiap pengusaha 
hanya mengikuti keinginannya masing-
masing tanpa menjaga kenyamanan dan 
keamanan dalam berwisata.  

Perlindungan Hukum Dan Keamanan 
Pengguna Jasa Wisata di Kabupaten 
Malang 

Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan 
bahwa perlindungan hukum adalah upaya 
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memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain dan 
perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati 
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum 
(Raharjo, 2000). Keamanan dan keselamatan 
wisatawan merupakan hal yang sangat pen-
ting untuk diperhatikan, karena itu akan sa-
ngat berpengaruh terhadap kunjungan wisa-
tawan. Di sini sangat diperlukan adanya u-
paya dari Pemerintah maupun Pemerintah 
Daerah untuk menciptakan keamanan dan 
keselamatan yang berkunjung ke daerah tu-
juan wisata dengan melibatkan berbagai 
pihak terkait, termasuk para pelaku usaha di 
bidang pariwisata.  

Ada beberapa tempat yang dianggap 
rawan gangguan terhadap wisatawan baik 
Wisatawan Mancanegara (wisman) maupun 
Wisatawan Nusantara (wisnu), yaitu: Per-
tama; pelabuhan dan bandara merupakan 
pintu gerbang kedatangan dan pemberang-
katan para Wisatawan. Tempat ini sangat 
rawan terjadi gangguan keamanannya mi-
salnya pencopetan, penjambretan, peram-
pasan, pemerasan, penipuan maupun hal-
hal lain yang sangat merugikan para wi-
satawan.  

Kedua: Kerawanan gangguan dalam 
perjalanan pun masih bisa terjadi, misalnya 
ongkos yang sudah disepakati saat sebelum 
berangkat akan dapat berubah (bertambah 
mahal) setelah pertengahan perjalanan ong-
kos/sewa minta ditambah kalau tidak mau 
menambah diancam diturunkan dalam per-
jalanan. Demikian pula rute perjalanan yang 
seharusnya singkat dicarikan rute yang lebih 
panjang agar lebih lama dalam perjalanan 
dan bila menggunakan angkutan taxi, angka 
di agro dapat lebih besar. Jika di dalam per-
jalanan menuju obyek wisata bisa terjadi 
pencopetan, penjambretan terhadap barang 
atau uang dan dapat juga terjadi kecelakaan 
lalu lintas.  

Ketiga: kerawanan keamanan di tem-
pat wisatawan menginap seperti hotel, home 
stay atau tempat lainnya. Di tempat pengi-
nap ini bisa terjadi berbagai peristiwa yang 
mengganggu wisatawan, dan bahkan dapat 
mengancam keselamatan harta dan jiwa 
wisatawan, seperti pencurian barang-barang 
maupun uang wisatawan. Keempat; Ketika 
wisatawan berkunjung ke obyek-obyek wi-
satawan tampaknya perlu diwaspadai dari 
kemungkinan terjadinya kerawanan-kera-
wanan yang perlu mendapat perlindungan, 
misalnya dari tantangan jahil para penjahat 
dari pencopetan dan penjambretan. Di sam-
ping kerawanan dari kejahatan manusia, 
bisa terjadi juga kerawanan keamanan dan 
kecelakaan, misalnya saat mandi dipantai, 
surfiing, selancar, diving (menyelam), menda-
ki gunung dan sebagainya.  

Berdasarkan apa yang dikemukakan 
di atas, maka perlindungan hukum wisata-
wan menjadi demikian penting untuk diper-
hatikan (Eli, 2015). Seorang wisatawan yang 
berkunjung dan berada di suatu negara tu-
juan wisata sangat mungkin mengalami ke-
jadian atau peristiwa yang membahayakan 
keselamatan dan keamanan harta benda 
maupun jiwanya. Tindakan pencurian, pe-
rampokan, penipuan, dan perlakuan tidak 
adil lainnya bisa saja dialami oleh wisa-
tawan yang sedang menikmati perjalanan 
wisatanya. Apabila seorang wisatawan me-
ngalami kejadian-kejadian tersebut, maka 
seorang wisatawan akan merasa hak-haknya 
tidak terlindungi. Hal ini tentunya me-
ngganggu kenyamanan perjalanan wisata. 
Atas kejadian yang dialami tersebut, setiap 
wisatawan berhak untuk meminta dan men-
dapat perlindungan dari suatu negara yang 
mereka kunjungi. Perlindungan tersebut 
mempunyai arti perlindungan atas ke-nya-
manan dan keselamatan baik jiwa, harta, 
maupun martabatnya.  
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Global Code menyatakan bahwa Peme-
rintah berkewajiban untuk memberikan per-
lindungan kepada wisatawan dan harta ben-
danya mengingat rentannya kekerasan, ke-
jahatan, atau tindakan berbahaya lain terha-
dap wisatawan. Karena itu Pemerintah perlu 
menyediakan sarana informasi, keamanan, 
asuransi, dan bantuan sesuai dengan kebu-
tuhan wisatawan. Pemerintah harus meng-
hukum pelaku kejahatan sesuai dengan hu-
kum nasionalnya pada setiap serangan, pe-
nganiayaan, penculikan, atau ancaman ter-
ha-dap wisatawan, pada pekerja di industri 
pariwisata, termasuk perusakan terhadap 
fasilitas wisata atau warisan budaya, dan 
alam (Muktiono, 2016).  

Terhadap apa yang sudah diatur da-
lam ketentuan Hukum Internasional ter-
sebut sudah semestinya dapat diimple-men-
tasikan di setiap negara untuk dapat diatur 
lebih lanjut dalam berbagai peraturan dan 
kebijakan pemerintah negara setempat. 
Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia, 
baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah perlu menyiapkan perangkat hukum 
dengan pelaksanaannya yang efektif dalam 
upaya memberikan perlindungan hukum 
terhadap wisatawan.  

Seperti sudah dipaparkan di atas, 
bahwa perlindungan hukum yang dimaksud 
adalah perlindungan terhadap hak-hak 
wisatawan yang sedang menikmati perjala-
nan wisatanya. Selama ini menunjukkan 
bahwa perlindungan hukum dan keamanan 
wisatawan diserahkan kepada negara tujuan 
wisata, melalui Peraturan Perundang-Un-
dangan yang dibuatnya serta melalui kebija-
kan-kebijakannya di bidang pariwisata. Mes-
kipun suatu negara mempunyai kedaulatan 
mutlak membuat dan memberlakukan pera-
turan perundang-undangan diwilayahnya, 
tetapi hendaknya tetap memperhatikan dan 
mengharmoniskan dengan ketentuan-ke-

tentuan hukum Internasional, mengingat 
kegiatan pariwisata dan perjalanan wisata 
dari wisatawan bersifat lintas batas negara.  

Mengenai hak serta perlindungan hu-
kum dan keamanan wisatawan dalam Pasal 
20 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 
Tentang Kepariwisataan diatur sebagai beri-
kut: Setiap wisatawan berhak memperoleh: 
informasi yang akurat mengenai daya tarik 
wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai de-
ngan standar, perlindungan hukum dan kea-
manan, pelayanan kesehatan, perlin-dungan 
hak pribadi, dan perlindungan asuransi un-
tuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. 
Dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang 
Kepariwisataan tersebut di atas, bahwa wi-
satawan mempunyai hak untuk mem-
peroleh perlindungan hukum dan keama-
nan, perlindungan hak pribadi dan per-
lindungan asuransi untuk kegiatan pari-
wisata yang berisiko tinggi (Saraswati, 2017). 
Apa yang diatur dalam Undang-Undang Ke-
pariwisataan tersebut sebagai hak wisata-
wan, pada sisi yang lain hal itu merupakan 
kewajiban dari pengusaha pariwisata juga.  

Selain pengusaha pariwisata yang 
mempunyai kewajiban untuk memberikan 
perlindungan hukum dan keamanan wisa-
tawan, pihak pemerintah sebagai pemegang 
otoritas juga mempunyai kewajiban yang 
sama, yang dimuat dalam Keputusan Pasal 
23 huruf a, Undang-Undang Kepariwisa-
taan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
berkewajiban menyediakan informasi kepa-
riwisataan, perlindungan hukum, serta kea-
manan dan keselamatan kepada wisatawan. 
Upaya untuk memberikan perlindungan hu-
kum dan keamanan wisatawan melibatkan 
tidak saja pemerintah, tetapi juga pengusaha 
pariwisata. Keterlibatan pengusaha pariwi-
sata untuk ikut bertanggungjawab melin-
dungi wisatawan adalah logis mengingat 
yang bersangkutan ikut menikmati keun-
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tungan atas hadirnya wisatawan. Maju mun-
durnya kegiatan usaha/bisnis pariwisata 
yang dijalankan sangat tergantung kepada 
tingkat kunjungan wisatawan.  

Guna mengoptimalkan peran Peme-
rintah, terutama Pemerintah Daerah, sangat 
diperlukan Peraturan Daerah untuk mengu-
atkan pijakan bagi institusi terkait, pengu-
saha pariwisata dan masyarakat dalam 
kebijakannya dalam upaya memberikan per-
lindungan hukum dan keamanan terhadap 
wisatawan. Peraturan Daerah yang dibentuk 
sudah barang tentu akan mengacu kepada 
Undang-Undang Kepariwisataan (Undang-
Undang No. 10 Tahun 2009) dan Peraturan-
peraturan lain dibidang Kepariwisataan 
yang sudah dikeluarkan Pemerintah. Hal 
tersebut perlu diperhatikan dan menjadi 
dasar rujukan Pemerintah Daerah, agar ter-
cipta adanya sinkronisasi dan harmonisasi 
antara Peraturan perundang-undangan dibi-
dang pariwisata yang dibuat oleh Peme-
rintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Salah satu hak konsumen, termasuk 
konsumen pemakai jasa di bidang kepari-
wisataan, yang dalam hal ini disebut sebagai 
wisatawan, yaitu berhak atas kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan dalam meng-
konsumsi barang dan/atau jasa. Bahkan 
menurut ketentuan Pasal 4 huruf a, bagi 
wisatawan sebagai konsumen yang dirugi-
kan akibat perbuatan pelaku usaha pari-
wisata, maka yang bersangkutan berhak un-
tuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, 
dan/atau penggantian, apabila jasa yang 
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya. 

4. Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan pada uraian dan pemba-
hasan sebagaimana yang telah dijelaskan di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa  kea-

manan dan keselamatan wisatawan/ kon-
sumen me-rupakan suatu hal yang harus di-
perhatikan, guna meningkatkan tingkat wi-
sata. Tempat yang dianggap rawan dapat 
mengancam keamanan dan keselamatan 
wisatawan/ konsumen. Selain tempat, ada 
jenis-jenis gangguan terhadap wisatawan/ 
konsumen, yaitu: gangguan kecelakaan, ga-
ngguan terorisme dan lain sebagainya. Oleh 
karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten 
Malang serta pengusaha pariwisata mem-
punyai kewajiban untuk memberikan perlin-
dungan hukum atas keamanan, keselamat-
an, dan kenyamanan wisatawan sesuai de-
ngan fungsi dan peranannya masing-ma-
sing. Meskipun masih belum dijabarkan 
secara rinci terkait perlindungan hukum 
terhadap hak-hak wisatawan sebagai peng-
guna jasa pariwisata sudah mendapatkan 
pengaturannya baik dalam Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwi-
sataan maupun dalam Undang-undang No-
mor 8 Taun 1999 tentang Perlindungan Kon-
sumen. Sejauh ini daya dukung pariwisata 
di Indonesia khususnya di Kabupaten 
Malang sangat kurang maksimal. Hal ini 
disebabkan oleh banyak terjadinya penge-
lola pariwisata di Kabupaten Malang yang 
tidak patuh terhadap undang-undang kepa-
riwisataan yang kemudian dapat merugikan 
pengguna jasa.  

Kegiatan kepariwisataan Indonesia 
mempunyai akar yang sangat kuat di dalam 
masyarakat yang bersumber pada nilai – 
nilai agama dan budaya yang di anut oleh 
bangsa Indonesia guna mewujudkan keles-
tarian pariwisata yang berkelanjutan. Kete-
gasan hukum dalam berperan memberikan 
perlindungan terhadap keberadaan objek – 
objek wisata yang di dukung oleh konsis-
tensi pemerintah terhadap komitmen dalam 
menjaga keaslian dan keamanan objek wi-
sata sudah tentu merupakan hal utama yang 
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menjadi fungsi pokok dalam melestarikan 
objek wisata sesuai dengan UUK Pasal 27.  

Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilaku-
kan, maka saran yang dapat diberikan oleh 
penulis adalah: Dinas Pariwisata dan Kebu-
dayaan Kabupaten Malang seharusnya me-
lakukan pembinaan kepada wisatawan/ 
konsumen dan pelaku usaha. Dengan 
menyelenggarakan sosialisasi/penyuluhan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ten-
tang Kepariwisataan dan Undang–undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang dilakukan kepada kelom-
pok-kelompok masyarakat atau organisasi 
sosial maupun organisasi profesi.  

Dengan adanya penyelenggaraan ter-
sebut dapat meminimalisir pengelola pari-
wisata yang tidak patuh terhadap Undang-
undang, sehingga daya tampung dan daya 
dukung pariwisata menjadi lebih maksimal 
dari sebelumnya. Tidak hanya itu, Peme-
rintah Daerah dan seluruh komponen pari-
wisata di Kabupaten Malang hendaknya 
dapat menjabarkan ketentuan tersebut da-
lam Peraturan Daerah serta melaksanakan 
ketentuan tersebut secara konsekuen dalam 
rangka penegakan hukum di bidang pari-
wisata. Selain itu, untuk para konsumen/ 
wisatawan harus lebih berhati-hati lagi da-
lam melakukan wisata dengan cara mema-
tuhi instruksi/peraturan dari pemandu agar 
terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan 
diri sendiri maupun orang lain. 
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